BAB I

PENDAHULUAN
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[image: image1.png]—

SEKRETARIS

3 3
Sub. Bagian Sub. Bagian mum Sub. Bagian
Program & Kepegawaian Keuangan

= =

Sub. Bidang Kelembagazn dan

Partisipatit Masyarakat

Sub. Bidang Pemberdayaan
Adet Sosial & Tenaga Kerja
Masyarakat .

Sub. Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat

Sub. Bidang Pemberdayaan
Teknologi Tepat Guna

Sub. Bidang Pendatataan

Potensi & Pengembangan
Kawasan Perdesaan

Sub. Bidang Pemberdayaan
Perempuan &Kesejahteraan
Keluarga

Sub. Bidang Ketahanan
Pangan, Produksi & Pemasaran

Sub. Bidang Pendayaan
Lahan Prasarana dan Sarana

Perdesasan




alam rangka mewujudkan akuntabilitas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Sehubungan dengan itu maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya untuk menyelenggarakan good governance, dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang sudah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja BPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan pelaporan kinerja tahun pertama berdasarkan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Laporan kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan dan  sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. 
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  Nomor 10 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dibentuk berdasarkan Peraturan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LembagaTeknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Esensi Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat. Demokratisasi dan transparansi dalam pembangunan dilakukan melalui pemberian wewenang secara proforsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, arahan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan.

1.3 Tugas dan Fungsi BPM 

Tugas

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdaan masyarakat.

Fungsi
Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Pembinaan dan fasilitas bidang pemberdayaan masyarakat lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan Kesekretariatan Badan;

Pelasanaan tugas di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu pemikiran untuk memberikan otonomi kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Badan

Sekretariat, terdiri dari :
Sub Bagian Program

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Keuangan 

Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
a. 
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Perencanaan Partisipati

b. 
Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat:
Sub Bidang Pemberdayaan Adat, Sosial dan Perlindungan Tenaga Kerja  Perdesaan
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sub Bidang Ketahanan Pangan, Produksi dan Pemasaran

Bidang Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
Sub Bidang Pendayagunaan Lahan, Prasarana dan Sarana Perdesaan
Struktur organisasi BPM Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1
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1.5 Sumber Daya Manusia
Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/SKPD perlu adanya orang-orang yang berkompeten yang mampu berkiprah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan. Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas maka sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 56 orang (keadaan 31 Desember 2016). Sebagai gambaran umum Sumber Daya manusia (Aparatur) yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.1

Data Pegawai BPM Provinsi Sumatera Barat menurut Golongan :

	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH
	PRESENTASE
	KET

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	IV
	13
	23%
	

	2
	III
	32
	57%
	

	3
	II
	10
	18%
	

	4 
	I
	1
	2%
	

	
	Jumlah
	56
	100
	


Tabel. 1.2

Data Pegawai BPM Provinsi Sumatera Barat menurut Pendidikan :

	NO
	PENDIDIKAN
	JUMLAH
	PRESENTASE
	KET

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Pasca Sarjana / S2
	11
	20%
	

	2.
	Sarjana / S1
	23
	41%
	

	3.
	Sarjana Muda / D3
	4
	7%
	

	4. 
	SLTA
	16
	28%
	

	5.
	SLTP
	2
	4%
	

	6.
	SD
	-
	-
	

	
	Jumlah
	41
	100
	


Tabel. 1.3
Data Pegawai BPM Provinsi Sumatera Barat 

Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

	NO
	JENIS DIKLAT
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	1.
	SPAMEN / Pim Tk.II
	2
	

	2.
	SPAMA/ / Pim Tk.III
	7
	

	3.
	ADUM / Pim Tk. IV
	13
	


1.6 Analisis Perkembangan Stratejik 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan stratejik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPM Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan; (3) Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (4) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di ranah maupun di rantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat; (5) Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar SKPD baik  Provinsi maupun kabupaten dan kota; (6) Mengutamakan peranserta masyarakat dari pada peran pemerintah; (7) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pusat dan kabupaten dan kota dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan stratejik diuraikan pada bagian berikut :

Kondisi Saat Ini

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada RPJMD tahun 2016-2021 :

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan dalam membangun Desa/Nagari dan Kelurahan, hal ini terlihat dari: 
Kurangnya sosialisasi kepada Lembaga Teknis, Stakeholders dan Masyarakat tentang Peraturan dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang terkait dengan memberdayakan masyarakat dan Nagari sebagai basis pembangunan.
Rendahnya partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa.

Kurang difungsikannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam proses pembangunan partisipatif.

Rendahnya kualitas dan kurangnya kuntitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di masing-masing Desa/Nagari dan Kelurahan sebagai motivator pembangunan.

Kurang Komitmen dari SKPD Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota, Stakeholders dan Perantau dalam menidaklanjuti hasil kajian dan Alternative Treatment di Nagari dan Kelurahan Priorita.
Masih lemahnya Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya, hal ini terlihat dari :
Kurangnya pemanfaatan Forum Komunikasi BPN, Wali Nagari dan musyawarah nagari untuk keterpaduan pembangunan ditingkat Nagari. 

Kurangnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga.

Rendahnya koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan penyakit menular.

Masih rendanya Pemberdayaan anak sekolah SD/MI melalui program PMT-AS. 

Kurangnya Pembinaan dan revitalisasi posyandu.

Kurangnya Pemberdayaan usaha ekonomi kelompok PKK (UP2K-PKK)

Aspirasi dari BPN kurang terakumulasi dan belum bisa mengaktualisasikan keberadaannya dalam bentuk forum yang resmi. 

Peran dan fungsi kelembagaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat yang ada di Nagari belum sepenuhnya dapat dilaksanakan

Lemahnya Ekonomi Masyarakat Nagari/Desa dan Kelurahan, hal ini terlihat dari:
Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Kurangnya perhatian Aparatur terhadap peningkatan usaha ekonomi keluarga dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga.
Lemahnya kemampuan/kapasitas lembaga perkreditan simpan pinjam yang di kelola oleh masyarakat dalam mendorong berkembangnya usaha mikro.

Masih banyaknya Pasar Nagari yang pengelolaannya belum diserahkan kepada Pemerintahan Nagari, serta rendahnya Kopetensi Pengelola terhadap Manajemen Pasar Nagari, sehingga masih belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.

Kurang akuratnya data tentang potensi SDA dan SDM Nagari karena kurangnya kualitas SDM aparatur pengelolanya.

Belum adanya peningkatan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial antar beberapa Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat.  

Belum tertatanya Keuangan dan Aset Nagari

Kurang berkembangnya Lembaga Keuangan Nagari (BPR dan LPN)

Kurangnya kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan penguasaan Teknologi Tepat Guna, hal ini dapat dilihat dari:

Belum teridentifikasi dan terinventarisasinya kebutuhan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat baik teknologi baru maupun modifikasi teknologi.
Belum adanya Peta Teknologi Tepat Guna (TTG), sehingga tidak ada data dalam perencanaan jenis teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan Teknologi Tepat Guna sehingga belum mampu menunjang penguatan ekonomi masyarakat

Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Desa/Nagari dan Kelurahan yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti kecamatan, kabupaten sedangkan Nagari dan kelurahan yang relatif jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih di tangani secara konvesional/tradisional.

Terbatasnya pengetahuan aparat dan masyarakat dalam mendapatkan data-data dalam pengembangan wilayah pesisir pantai dan belum terpeliharanya fasilitas umum yang telah di bangun oleh pemerintah baik sumber dana APBN/APBD/maupun bantuan dari luar negeri.

Terbatasnya sarana informasi dan komunikasi tentang aspek-aspek Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan program pembangunan untuk memberdayakan Nagari sebagai basis pembangunan hanya menjangkau sebagian Nagari. 
Program Penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berbasis Desa/Nagari dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat.
Pendekatan program penanggulangan kemiskinan lebih cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk orang miskin dan daerah tertinggal. Hal itu antara lain berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS), serta BLM untuk kelompok masyarakat miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. di lain pihak program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan penyimpangan dalam penyalurannya, sehingga untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat permanen diharapkan dengan cara Pemberdayaan Masyarakat bukan dalam bentuk Bansos atau BLM, sehingga masyarakat tidak lagi tergantung dari bantuan Pemerintah.

Intergrasi dan sinkronisasi Program Antar SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta dan Stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yang mengindikasikan Program/Kegiatan SKPD masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga dengan tidak adanya sinkronisasi dan sinergitas Program Penanggulangan kemiskinan yang ditujukan terhadap masyarakat miskin, mengakibatkan Program yang diterima masyarakat bukan berdasarkan kepada kebutuhan (Alternative Treatmen) sehingga tidak menyentuh terhadap akar permasalahan kemiskinan.
Kondisi yang Diharapkan

Dari permasalahan dan kondisi bidang Pemberdayaan Masyarakat saat ini yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan langkah-langkah dan kondisi yang diharapkan kedepan antara lain :

Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan Agenda Prioritas Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala yang dikenal dengan “Nawa Cita”, pada Cita ke 3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, diharapkan uang akan banyak beredar di Pedesaan dalam rangka Permberdayaan Masyarakat, sehingga Program kegiatan akan benar-benar menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat dalam menjalankan pembangunan serta terwujudnya peningkayan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan; 
Tercapainya peningkatan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam memunculkan jati diri masyarakat minang kabau berdasarkan Adat Basandi Sarak, dan Sarak bersandikan Kitabullah.
Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perdesaan serta penguatan kelembagaan pasar Nagari dan penguatan lembaga pangan masyarakat Desa.
Terpenuhinya kebutuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta termanfaatkanya Sumbar Daya Alam secara optimal.
Tercapainya kesejahteraan serta berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan Daerah Tertinggal dengan penguatan perekonomian masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan antar SKPD Provinsi, Kab/Kota, Staholders dan Perantau.
1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Badan Pemberdayaan  Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing Bab sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif, Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1 (satu) tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Bab I 
Pendahuluan. 
Pada bagian ini disajikan penjelasan umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II 
Perencanaan Kinerja. 
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016

Bab III   Akuntabilitas  Kinerja.  

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tanunan ini.
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menenggah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya.
Analisis program/kegiatan yang meninjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Realisasi Anggaran. 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV   Penutup 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimas mendatang yang akan dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI
encana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan dijadikan acuan dalam melaksanakan program kegiatan selama periode tersebut. Proses penyusunan Renstra BPM Provinsi Sumatera Barat ini telah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, penyusunan dokumen ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Propinsi yang berorientasi pada hasil (Outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. 

1)   Visi dan Misi

Visi

Dalam RENSTRA periode 2016-2021 telah dikemukakan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yaitu :


Visi tersebut merupakan cerminan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan  serta pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakain baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.  

Makna pokok yang terkandung dalam visi diatas adalah :

Kemandirian Masyarakat,
merupakan kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan.

Partisipatif Masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam  proses perencanaa, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangaunan.
2)   Misi 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :
Mewujudkan percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatnya Desa Mandiri. 

Mewujudkan Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
Mewujudkan  Pemantapan Kelembagaan Adat dan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
Mewujudkan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Mewujudkan Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.
3)   Tujuan dan Sasaran Startegis

Tujuan organisasi merupakan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya dan kapan target untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi harus spesifik dan dapat diukur yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya dalam tahunan.Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi  Sumatera Barat yang dijabarkan dari misi antara lain:

Terwujudnya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera 
Barat

Terwujudnya Penurunan Nagari/Desa Tertinggal dan Peningkatan 
Nagari/Desa Mandiri
Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra bagi 
Pemerintah Desa/Nagari dan Kelurahan

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan
Terwujudnya peran lembaga adat dalam tata  kehidupan masyarakat
Terwujudnya Peran Serta PKK dalam kehidupan Sosial Budaya

Terwujudnya Peningkatan Usaha Ekonmi Masyarakat di Nagari/Desa 
dan Kelurahan. 
Terwujudnya Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Untuk melihat kesesuaian antara Misi dan Tujuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dapat ditampilkan pergandengan berikut ini :

Tabel 2.1

Kesesuai Misi-Tujuan

	No
	MISI
	TUJUAN

	1
	Mewujudkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,  dan Peningkatan Nagari/desa Mandiri.
	Terwujudnya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat 

	
	
	Terwujudnya Penurunan Nagari/Desa Tertinggal dan Peningkatan Nagari/ Desa Mandiri

	2
	Mewujudkan Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat . 
	Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra bagi Pemerintah Desa/Nagari dan Kelurahan.

	
	
	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan

	3
	Mewujudkan  Pemantapan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
	Terwujudnya peran lembaga adat dalam tata  kehidupan masyarakat

	
	
	Terwujudnya Peran Serta PKK dalam kehidupan Sosial Budaya

	4
	Mewujudkan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	Terwujudnya Peningkatan Usaha Ekonmi Masyarakat di Nagari/Desa dan Kelurahan. 


	5
	Mewujudkan Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan
	Terwujudnya Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 


Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. 

Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat;

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat;

Tersedianya Data Profil Nagari/Desa/Kelurahan di Sumatera Barat
Meningkatnya Peran dan partisipai Masyarakat dalam Pembangunan;

Meningkatnya Peran aktif Lembaga Adat dalam kehidupan Masyarakat;

Meningkatnya peran serta PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga  di Nagari/Desa dan Kelurahan;

Meningkatnya dan Berkembangnya Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan;

Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BumNag) di Sumatera Barat;
Meningkatnya peran masyarakat perdesaan melalui inovasi dan pemanfaatan TTG;

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya Alam melalui peran aktif kelompok masyarakat pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan.
4)    Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan kebijakan untuk mencapai Misi

	No
	Sasaran
	Cara  Mencapai  Tujuan   Dan  Sasaran

	
	
	Strategi
	Kebijakan

	MISI 1 : Mewujudkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatnya  Desa Mandiri. 



	 
	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat.
	Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD Provinsi, Kab/ Kota, Stakeholders dan Perantau. 
	Memperkuat Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Tingkatan Pemerintahan.

	
	Meningkatnya Nagari/Desa Mandiri  di Sumatera Barat.
	Pengkajian, Pengalian Potensi dan permasalahan npembangunan di Nagari/desa Tertinggal.

Meningkatkan Koordinasi dan Singkronisasi Program di Nagari/desa Tertinggal.  
	Memperkuat Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Tingkatan Pemerintahan.

	MISI 2 : Mewujudkan Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.


	1
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat
	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat aktif
	Pembinaan dan pendampingan lembaga masyarakat.

Pembinaan dan pendampingan lembaga masyarakat

	
	Meningkatnya Peran dan  partisipai Masyarakat dalam Pembangunan 


	Memberdayakan partisipasi dan swadaya masyarakat
	Pembinaan dan pendampingan partisipasi dan keswadayaan masyarakat


	MISI 3 : Mewujudkan  Pemantapan Kelembagaan Adat dan kehidupan Sosial      Budaya 

                   Masyarakat.



	 
	Meningkatnya Peran aktif Lembaga Adat dalam kehidupan Masyarakat.
	Sosialisasi abs-sbk dan penguatan kelembagaan adat.
Pendataan Data Masy Hukum Adat.
Bimtek Penguatan masyarakat hukum adat dan pelestarian nilai adat minangkabau.
Pembinaan / monitoring nilai adat budaya masyarakat.

	Memperkuat Kelembagaan Adat di Sumatera Barat 

	MISI 4 : Mewujudkan Pengembangan Usaha Economize Masyarakat

	
	Meningkatnya Berkembangnya Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan  


	Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan.
Peningkatan ketrampilan manajemen pengelola usaha ekonomi desa
	Fasilitasi usaha ekonomi di Perdesaan

	
	
	Fasilitasi, Sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BumNag) 
	Meningkatan Pemahaman masyarakat tentang Fungsi dan Peranan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BumNag) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

	MISI 5 : Mewujudkan Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan  Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan

	7
	Meningkatnya peran masyarakat perdesaan melalui inovasi dan pemanfaatan TTG
	Pelaksanaan Gelar  TTG Tingkat nasional.

Pemberdayaan posyantek sebagai pusat Informasi kebutuhan teknologi.

Pemetaan TTG di Pedesaan.
	Terpenuhinya kebutuhan Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.


5)   Program

Untuk mencapai visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan serta prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan program pemberdayaan masyarakat pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebagai berikut :

Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Adat.

Program  Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha.

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

2.2 PERJANJIAN KINERJA SKPD
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2021 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan dokumen berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.  

Target dari indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan. 

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	TARGET

	1
	2
	3
	4

	1.
	Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat
	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
	6,43 %



	2.
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat
	Persentase LPM yang Kelembagaannya kuat.
	80%

	3.
	Tersedianya Dta Profil Nagari/Desa/Kelurahan di Sumatera Barat
	Persentase jumlah profil Nagari/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat
	20%

	4.
	Meningkatnya Peran dan  partisipai Masyarakat dalam Pembangunan
	Persentase kontribusi masyarakat dalam bulan bhakti Gotong royong masyarakat di Perdesaan
	60%

	
	
	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan dana Desa
	20%

	5.
	Meningkatnya Peran aktif Lembaga Adat dalam kehidupan Masyarakat
	Persentase Peran aktif Lembaga adat di Nagari/Desa
	35%

	6.
	Meningkatnya peran serta PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluraga di Nagari/Desa dan Kelurahan
	Persentase PKK Aktif di Nagari/Desa dan Kelurahan
	84%



	7.
	Meningkat dan berkembangnya Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif
	40%

	8.
	Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa/Nagari(BumNag) di Sumatera Barat
	Persentase jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari di Sumatera Barat
	20%

	9.
	Meningkatnya peran masyarakat perdesaan melalui inovasi dan pemanfaatan TTG
	Persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat perdesaan
	60%

	
	
	Persentase Posyantek di Sumatera Barat
	5%

	10
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam melalui peran aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan.
	Persentase Fasilitas Umum dalam kondisi baik.
	48%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

alam rangka mewujudkan prinsip good governance, maka pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana untuk mempertanggungjawaban beban dan tugas yang dilaksanakannya kepada pemberi amanah (stake holder). Diharapkan Laporan Kinerja ini mampu menjadi tolok ukur kinerja dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ketegasan dalam proses pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah. 
Melalui media Laporan Kinerja, Kepala SKPD melaporkan mengenai perbaikan-perbaikan sebagai bentuk kinerja mereka, dan salah satunya akan tercermin melalui penetapan indikator kinerja yang mereka gunakan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja yang baik akan dapat mengurangi kemungkinan subjektivitas yang sering digunakan oleh pihak yang akan dinilai untuk mempertahankan diri dalam menilai keberhasilannya.

3.1. CAPAIAN KINERJA SKPD
Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja SKPD. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016. 

Membandingkan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional (jika ada). 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Analisis atau efiensi penggunaan sumber daya.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. 

3.1.1  Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi : 

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : 

	Tingkat Capaian
	=
	Realisasi
	X 100%

	
	
	Target
	


Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : 

	Tingkat Capaian =
	
	( 2 x Target) – Realisasi
	
	X 100%

	
	
	Target
	
	


Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

	NO
	KLASIFIKASI
	PREDIKAT

	1.
	85% - 100 %
	Sangat Baik

	2.
	69 % -  84 %
	Baik

	3.
	53%  -  68 %
	Cukup

	4.
	<  53 %
	Gagal


3.1.2   Hasil Pengukuran Kinerja
Hasil pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat.
	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
	6,43%
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat
	Persentase LPM yang Kelembagaannya kuat.
	80%
	82,4%
	103%

	3.
	Tersedianya Data Profil Nagari/Desa/ Kelurahan pada Lokasi Pilot Project pada Kecamatan di Sumatera Barat 
	Persentase Jumlah Profil Nagari/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat 
	20%
	31,4%
	157%

	4.
	Meningkatnya Peran dan  partisipai Masyarakat dalam Pembangunan
	Persentase kontribusi masyarakat dalam bulan bhakti Gotong royong masyarakat di Perdesaan.
	60 %
	60,9%
	101,6%

	
	
	Persentase Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Dana Desa 
	20%
	40%
	200%

	5.
	Meningkatnya Peran aktif Lembaga Adat dalam kehidupan Masyarakat
	Persentase Peran aktif Lembaga adat di Nagari/Desa
	35%
	40%
	114%

	6.
	Meningkatnya peran serta PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Nagari/Desa dan Kelurahan
	Persentase PKK Aktif di Nagari/Desa dan Kelurahan
	84%


	84%
	100%

	7.
	Meningkat dan berkembangnya Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan.
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif
	40%
	41,8%
	104,57%

	8.
	Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BumNag) di Sumatra Barat
	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari di Sumatera Barat 
	20%
	33,6%
	168%


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.
	Meningkatnya peran masyarakat perdesaan melalui inovasi dan pemanfaatan TTG
	Persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat Perdesaan
	60%
	62,5%
	104%

	
	
	Persentase Posyantek di Sumatera Barat 
	5%
	7%
	140%

	10.
	Meningkatnya pengelolaan sumbardaya alam melalui peran aktif Kelompok masyarakat dalam pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan.
	Persentase Fasilitas Umum dalam kondisi baik.
	48%
	46,7%
	97,3%


Dari Tabel 3.2 dapat dilihat, rata-rata capaian kinerja dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang ada di tahun 2016 adalah sebesar 117 %  dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.1.3   Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran :


Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
	6,43 %
	
	


Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang menyangkut tentang pemenuhan hak warga negara atas terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan sebagainya. Kemiskinan dapat disebabkan karena (1) keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia (kemiskinan alamiah), (2) keengganan seseorang/masyarakat untuk berusaha memperbaiki kehidupannya meskipun ada pihak lain yang ingin membantunya (kemiskinan kultural) dan (3) pengaruh tananan ataupun struktur sosial di suatu daerah yang menyebabkan keterbatasan akses-akses pembangunan terhadap kelompok masyarakat tertentu (kemiskinan struktural). Ketiga jenis kemiskinan ini memberikan kontribusi terhadap angka kemiskinan di suatu daerah. Penurunan terhadap angka kemiskinan memerlukan dukungan dan kerjasama semua pihak, Pemerintah, swasta maupun masyarakat karena penanganannya harus multisektor, terintegrasi dan berkesinambungan.

BPM Provinsi Sumatera Barat mempunyai terget untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumatera barat tahun 2016 adalah 6,43%. Berbagai upaya dan program serta kegiatan untuk pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan terus dilakukan. Dukungan dari seluruh pihak terkait, pemuka masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terus diupayakan untuk mendorong tercapainya sasaran ini. Realisasi penurunan angka kemiskinan tahun 2016 sampai saat ini masih menunggu data yang dikeluarkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) Padang.
Untuk mencapai sasaran peningkatan angka kemiskinan di Sumatera Barat dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan dengan kegiatan Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mengkoordinasikan dan memadukan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan dukungan dana sebesar Rp. 336.235.500,- direalisasikan sebesar Rp.83.734.022,- atau 24,90%.


Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase LPM yang kelembagaannya kuat
	80%
	82,4%
	103%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat adalah sebesar 103%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi sebesar 82,4%. Dimana dari 1.324 jumlah LPM yang ada se Sumatera Barat mulai dari LPM Nagari/Kelurahan, DPC Kecamatan dan DPD LPM Kabupaten/Kota serta DPD Provinsi Sumatera Barat, LPM yang kelembagaannya kuat tahun 2016 sebanyak 1.091 LPM.

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah LPM yang kelembagaannya kuat ditahun 2016 yaitu sebanyak 1.059 LPM dengan  jumlah LPM yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 1.324 LPM.
Realisasi indikator kinerja persentase LPM yang kelembagaannya kuat tahun 2016 dihitung sebagai berikut :

	Persentase LPM yang kelembagaannya kuat
	=
	1.091
1.324
	x 100% = 82,4%


Keterangan :

Realisasi jumlah LPM yang kelembagaannya kuat Tahun 2016 sebanyak 1.091 LPM
Jumlah LPM se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 1.324 LPM. 
Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas dilakukan upaya-upaya strategis antara lain pentingnya peningkatan wawasan dan pengetahuan pengurus LPM agar dapat lebih aktif dan ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintahan, untuk itu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan sosialisasi bagi pengurus LPM serta melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) DPD LPM Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh perwakilan Pengurus LPM Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilaksanakan pemilihan LPM Nagari dan Kelurahan Terbaik tingkat Provinsi Sumatere Barat, hal ini bertujuan agar pengurus LPM daerah dapat termotivasi menjadi yang terbaik.

Secara keseluruhan untuk pencapaian target sasaran tidak ditemui masalah, namun kedepan perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh diantaranya adalah :
Meningkatkan kemapuan dan wawasan pengurus LPM Nagari/Kelurahan, tingkat kecamatan maupun ditingkat Kabupaten/ Kota melalui sosialisasi dan pelatihan.
Melakukan pembinaan yang intensif baik oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, maupun oleh SKDP Pemberdayaan Kabupaten/Kota.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan dukungan dana sebesar Rp. 925.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.866.852.550,- atau 93,71%. 
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase Jumlah Profil Nagari/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat 
	20%
	31,4%
	157%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis Tersedianya Data Profil Nagari/Desa dan Kelurahan adalah sebesar 157%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 20% terealisasi sebesar 31,4%. Dimana dari 1.125 Nagari/Desa dan Kelurahan yang ada se Sumatera Barat, pada tahun 2016 terdapat 355 Nagari/Desa dan Kelurahan telah menyusun profil Nagari/ Desa dan Kelurahan.

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan yang telah menyusun Profil Nagari/Desa/Kelurahan yaitu sebanyak 225 Nagari/Desa dan Kelurahan dengan jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat yaitu 1.125 Nagari/Desa dan Kelurahan.
Realisasi indikator kinerja persentase jumlah profil Nagari/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

	Persentase jumlah profil Nagari/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat
	=
	355

  1.125
	x 100%  = 31,5%


Keterangan :

Realisasi jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan yang telah menyusun Profil Nagari/Desa dan Kelurahan Tahun 2016 sebanyak 355 Nagari/Desa dan Kelurahan.
Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 1.125 Nagari/Desa dan Kelurahan. 
Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas dilakukan upaya-upaya strategis antara lain peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) operator Profil Nagari/Desa dan Kelurahan melalui bimbingan teknis penyusunan profil Nagari/Desa dan Kelurahan.

Untuk mencapai sasaran Tersedianya Data Profil/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan kegiatan Pendataan Profil Nagari/Desa/Kelurahan dengan dukungan dana sebesar Rp. 650.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.614.840.725,- atau 94,59%.
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase Kontribusi Masyarakat Dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Perdesaan.
	60%
	61%
	101,6%

	2.
	Persentase Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Dana Desa 
	20%
	40%
	200%

	
	Rata-rata capaian
	
	
	150,8%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 150,8%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik.

Persentase Kontribusi Masyarakat Dalam Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)  Masyarakat di Perdesaan.
Capaian indikator kinerja Persentase kontribusi masyarakat dalam BBGRM di Perdesaan adalah sebesar 101,6%, dengan kategori keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sangat baik.

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah kontribusi/partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan BBGRM se sumatera barat tahun 2016 sebanyak Rp.67.590.000.000,- dengan jumlah kontribusi/partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah Rp. 110.000.000.000,-.
Realisasi indikator kinerja persentase kontribusi masyarakat dalam BBGRM di perdesaan adalah sebagai berikut :

	Persentase kontribusi masyarakat dalam BBGRM di perdesaan 
	=

=
	Rp. 67.590.000.000,-    

Rp. 110.000.000.000,-

61%
	X 100%


Keterangan :

Realisasi jumlah kontribusi/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM di perdesaan Tahun 2016 sebesar Rp.67.590.000.000,-
Jumlah kontribusi/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM di perdesaan yang ditetapkan pada awal tahun Renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah  sebesar Rp.110.000.000.000,-
Berdasarkan pelaksanaan BBGRM di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat nilai kontribusi atau swadaya masyarakat tersebut untuk Tahun 2016 sebesar 61%. Artinya kontribusi atau swadaya masyarakat dalam pelaksanaan BBGRM tahun 2016 telah melebihi target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja (60%).
Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari peran serta dan antusias serta dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan BBGRM. Pemerintah Provinsi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat juga melaksanakan pencanangan BBGRM tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang bertempat di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar, dihadiri oleh seluruh unsur-unsur mulai dari Lurah/Walinagari/Kepala Desa, Camat, dan Bupati/Walikota serta unsur organisasi kelembagaan masyarakat lainnya seperti LPM, PKK dan Karang Taruna. 

Untuk mencapai target indikator kinerja persentase kontribusi masyarakat dalam BBGRM di Perdesaan didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dengan dukungan dana sebesar Rp. 625.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 545.362.563,- atau 87,26%.

Persentase Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Dana Desa. 
Capaian indikator kinerja Persentase Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 200%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik.

Tahapan pencairan dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana pencairan dana desa dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap I bulan April (60%) dan tahap II Agustus (40%). Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencairan dana desa antara lain dalam menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi pencairan dana desa (RPJMDes, RKPDes dan dokumen lainnya). 

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah Nagari/Desa yang tepat waktu dalam pencairan dana desa tahun 2016 sebanyak 176 Nagari/Desa dengan jumlah Nagari/Desa yang telah ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 880 Nagari/Desa.
Realisasi indikator kinerja persentase ketepatan waktu dalam pencairan dana desa adalah sebagai berikut :

	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan dana desa 
	=

	352

880
	X 100% =    40%  


Keterangan :

Realisasi jumlah Nagari/Desa yang tepat waktu dalam pencairan dana desa tahun 2016 sebesar  352 Nagari/Desa.
Jumlah Nagari/Desa yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) 880 Nagari/Desa
Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perangkat Nagari/Desa dibantu oleh tenaga profesional Pendamping Desa yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD), yang akan membantu dan mendampingi perangkat Nagari/Desa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan dana Desa. Selain PLD juga ada Pendamping Desa (PD) tingkat kecamatan dan Tenaga Ahli (TA) untuk tingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, peran dan fungsi BPM adalah mengkoordinir, memfasilitasi dan mengawasi tenaga profesional dalam melaksanakan pendampingan dana Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan rapat koordinasi bersama tenaga profesional pendamping desa untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan dana desa dan sekaligus mencarikan solusinya.
Untuk mencapai sasaran indikator kinerja Persentase Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Dana Desa diatas didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Pendampingan Dana Desa, dengan dukungan dana sebesar Rp.1.100.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.1.067.370.000,- atau 97,03%.
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase Peran aktif Lembaga adat di Nagari/Desa
	35%
	40%
	114%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya peran aktif lembaga adat dalam kehidupan masyarakat adalah sebesar 114%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 35% terealisasi sebesar 40%. 

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah Lembaga Adat yang aktif yaitu sebanyak 190 KAN dengan jumlah Lembaga Adat se Sumatera Barat yaitu 544 KAN.
Realisasi indikator kinerja persentase jumlah profil nagari/Desa dan kelurahan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
	Persentase peran aktif lembaga adat di Nagari/Desa 
	=
	217

   544
	x 100%     =   40%


Keterangan :

 Realisasi jumlah lembaga adat aktif Tahun 2016 sebanyak 217 KAN
 Jumlah lembaga adat se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun  renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 544 KAN 
Untuk mencapai kinerja tersebut diatas dilakukan upaya-upaya strategis antara lain melaksanakan Rapat Koordinasi pelestarian nilai adat yang dihadiri oleh Ketua KAN dan Ketua LKAM se Sumatera Barat. 
Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran aktif lembaga adat dalam kehidupan masyarakat dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Pelestarian Adat istiadat dan nilai budaya masyarakat, dengan dukungan dana sebesar Rp.1.280.490.000,- direalisasikan sebesar Rp.1.278.341.063,- atau 99,83%.
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase PKK Aktif di Nagari/Desa dan Kelurahan
	84%


	84%
	100%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya peran serta PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Nagari/Desa/Kelurahan adalah sebesar 100%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. 
Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah PKK aktif di Nagari/Desa/Kelurahan yaitu sebanyak 1.124 PKK Aktif Nagari/Desa dan Kelurahan dengan jumlah PKK Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat yaitu 1.338 PKK.
Realisasi indikator kinerja persentase PKK aktif di Nagari/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

	Persentase jumlah PKK aktif di Nagari/ Desa dan Kelurahan 
	=
	1.124

  1.338
	x 100%   =  84%


Keterangan :

Realisasi jumlah PKK aktif di Nagari/Desa dan Kelurahan Tahun 2016 sebanyak 1.124 PKK aktif.
Jumlah PKK di Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 1.338 PKK. 
Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pengurus PKK, sehingga pengetahuan dan wawasan pengurus PKK dapat terus berkembang. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi kader PKK dilakukan penilaian dan pelombaan tingkat provinsi, antara lain penilaian gerakan PKK, penilaian posyandu, lomba dasawisma, lomba cipta menu dan lomba kader posyandu.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Nagari/Desa/Kelurahan dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan program peningkatan kesempatan kerja dan diservikasi usaha. 
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif
	40%
	41,8%
	104,57%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkat dan berkembangnya kelembagaan usaha mikro dan kecil di perdesaaan adalah sebesar 104,57%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 40% terealisasi sebesar 41,8%. Dimana dari 323 UEM-SP yang ada di Sumatera Barat terdapat 135 UEM-SP yang aktif  dan berkembang.
Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah UEM-SP yang aktif yaitu sebanyak 135 UEM-SP sedangkan untuk jumlah keseluruhan UEM-SP se Sumatera Barat sebanyak 323 UEM-SP.
Realisasi indikator kinerja persentase jumlah UEM-SP di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

	Persentase jumlah profil nagari/desa dan kelurahan di Sumatera Barat
	=
	135

    323
	x 100%   =    41,8%


Keterangan :

Realisasi jumlah UEM-SP yang aktif  Tahun 2016 sebanyak 135 UEM-SP 
Jumlah UEM-SP  se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 323 UEM-SP. 
Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain dengan cara menciptakan iklim permodalan yang kondusif dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa, kemudian melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat Desa/Nagari demi menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha, serta agar Kelembagaan UEM-SP ini dapat berkembang dan berdaya guna maka harus diupayakan penguatan kelembagaan dengan memperhatikan dan memanfaatkan modal sosial dan factor sosio-kultural yang didudkung oleh partispasi masyarakat itu sendiri.

Untuk mencapai sasaran meningkat dan berkembangnya kelembagaan usaha mikro dan kecil di perdesaan  dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Peningkatan Kesempatan kerja dan diversifikasi usaha dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam di Pedesaan dengan dukungan dana sebesar Rp.77.450.000,- direalisasikan sebesar Rp.75.232.178,- atau 97,14%.
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari di Sumatera Barat 
	20%
	33,6
	168,00%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis berkembangnya Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNag) di Sumatetra Barat adalah sebesar 168%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 20% terealisasi sebesar 33,6%. Dimana dari 880 BUMNag yang ada di Sumatera Barat terdapat 296 yang aktif  dan berkembang.

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah BUMNag yang aktif yaitu sebanyak 296 BUMNag sedangkan untuk jumlah keseluruhan 880 BUMNag  se Sumatera Barat .
Realisasi indikator kinerja persentase jumlah BUMNag di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

	Persentase jumlah profil nagari/desa dan kelurahan di Sumatera Barat
	=
	296

    880
	x 100%     =   33,6%


Keterangan :

Realisasi jumlah BUMNag yang aktif Tahun 2016 sebanyak 296 BUMNag. 
Jumlah BUMNag se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun Renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah 880 BUMNag. 
Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain dengan cara menata kelembagaan Nagari secara maksimal sehingga BUMNag dapat dilembagakan dalam format Kepemerintahan dan Perekonomian Desa, kemudian meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola dan mengembangkan BUMNag, serta adanya dukungan Pemerintah dalam menggerakan inisiatif Lokal terutama Nagari.

Untuk mencapai sasaran meningkat dan berkembangnya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dengan dukungan dana sebesar Rp.246.946.000,- direalisasikan sebesar Rp.243.884.500,- atau 98,76%.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 9

	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat Perdesaan
	60%
	62,5%
	104%

	2.
	Persentase Podyantek di Sumatera Barat
	5%
	7%
	140%

	
	Rata-rata
	
	
	122%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat perdesaan melalui inovasi dan pemanfaatan TTG adalah rata-rata sebesar 122%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. 

Persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat Perdesaan 

Capaian indikator kinerja persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat perdesaan adalah sebesar 104%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 60% terealisasi 62,5%. 

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah alat inovasi TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat ditahun 2016 yaitu sebanyak 24 alat, dengan  jumlah alat inovasi TTG yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah sebanyak 40 Alat inovasi TTG .
Realisasi indikator kinerja dihitung sebagai berikut :

	Persentase alat inovasi TTG yang dimanfaatkan Masyarakat
	=
	25

40


	x 100%    =    62,5%




Keterangan :

Realisasi alat inovasi TTG yang dimanfaatkan masyrakat pada tahun 2016 adalah sebanyak 25 Alat.
Jumlah Alat inovasi TTG yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah sebanyak 40 alat.
Untuk mencapai kinerja tersebut dilkukan upaya-upaya strategis antara lain :

Melakukan sosialisasi ke darah Kabupaten/Kota tentang pengembangan dan pemanfaatan partisipasi masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna.
Untuk memotivasi inovasi masyarakat terhadap teknologi tepat guna diadakan lomba inovasi teknologi tepat guna yang dilaksanakan di kabupaten/kota dan juga dilaksanakan lomba teknologi tepat guna unggulan untuk tingkat provinsi.

Namun masing terdapat juga hambatan/kendala dalam pencapaian indikator tersebut diatas yaitu kurang antusiasnya daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan teknologi tepat guna, hal ini disebabkan kurangnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan TTG pada SKPD Pemberdayaan Kabupaten/Kota.  

Untuk mencapai indikator kinerja persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat perdesaan dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dengan kegiatan Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan dengan dukungan dana sebesar Rp.380.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.374.500.419,- atau 98,55% Serta Kegiatan Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan dengan dukungan dana sebesar Rp.310.000.000, direalisasikan sebesar Rp. 301.941.665,- atau 97,40%.

Persentase Posyantek di Sumatera Barat 

Capaian indikator kinerja Persentase Posyantek di Sumatera Barat adalah sebesar 140%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 5 % terealisasi 7%. 

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah posyantek yang dibentuk pada tahun 2016 yaitu sebanyak 5 posyantek, dengan  jumlah posyantek yang seharusnya terbentuk di setiap Kecamatan se Sumatera Barat adalah sebanyak 179 Posyantek.
Realisasi indikator kinerja dihitung sebagai berikut :

	Persentase posyantek di Sumatera Barat
	=
	13

179
	x 100%    =   7%




Keterangan :

Realisasi posyantek yang dibentuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 7 
posyantek.
Jumlah posyanyek yang harus dibentuk se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah sebanyak 179 Posyantek.
Untuk mencapai kinerja tersebut dilakukan upaya-upaya strategis antara lain melakukan sosialisasi ke daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk posyantek dimasing-masing Kecamatan sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
Untuk mencapai indikator kinerja persentase posyantek di Sumatera Barat dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dengan kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dengan dukungan dana sebesar Rp.180.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 176.098.500,- atau 97,83%.
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase Fasilitas Umum dalam kondisi baik.
	48%
	46,7%
	97,3%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam melalui peran aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan nagari/desa dan kelurahan adalah sebesar 97,3%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. 

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah fasilitas umum kondisi baik dan aktif se Sumatera Barat ditahun 2016 yaitu sebanyak 1860 Fasum, dengan  jumlah fasilitas umum se sumatera barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) sebanyak 3868 Fasum.
Realisasi indikator kinerja dihitung sebagai berikut :
	Persentase fasilitas umum dalam kondisi baik
	=
	1807

3868


	x  100%   =   46,7%




Keterangan :

Realisasi alat inovasi TTG yang dimanfaatkan masyrakat pada tahun 2016 adalah sebanyak 20 Alat.
Jumlah Alat inovasi TTG yang ditetapkan pada awal tahun renstra BPM Provinsi Sumatera Barat (tahun 2016) adalah sebanyak 40 alat.
Target kinerja yang ditetapkan sebesar 48% hanya terealisasi sebesar 46,7%. Untuk mencapai kinerja tersebut diatas masih terdapat kendala-kendala/hambatan yang dihadapi antara lain:

Masih minimnya dana yang tertapung dalam anggaran daerah kabupaten/kota untuk pemeliharaan fasilitas umum, sehingga masih banyak terdapat fasilitas umum yang tidak terawat dikarenakan masih kurangnya pembiayaan untuk pemeliharaan fasilitas umum.

Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk menjaga dan memelihara fasilitas umum yang ada di sekitarnya.

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain :

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya alam melalui peran aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan nagari/desa dan kelurahan dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dengan dukungan dana sebesar Rp. 60.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 53.427.985,- atau 89,05%.
3.2 
REALISASI ANGGARAN

Plafon anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebesar Rp. 23.606.268.258,- (dua puluh tiga millyar enam ratus  enam juta dua ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan biaya belanja langsung sebesar Rp. 18.819.436.250,- (delapan belas millyar delapan ratus sembilan belas juta empar ratus tiga puluh enam dua ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan pagu anggaran tersebut (realisasi sampai 31 Desember 2016) adalah sebesar  Rp. 22.383.058.749,- (dua puluh dua millyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 94,82% dan untuk realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 17.721.530.192,- atau 94,17%. 

Pencapaian realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.3

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN

	No
	Sasaran
	Program/Kegiatan
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Penurunan Angka Kemiskinan
	Program

Kegiatan
	:

:
	Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan 
	1,623,310,000
	1,296,259,091
	79,8

	
	
	
	1.
	Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mengkoord & memadukan Program Penanggulangan Kemiskinan
	336,235,500
	83,734,022
	24,9

	
	
	
	2.
	Penunjang Program Nasional Pemb. Masy. Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
	1,000,000,000
	981,383,800
	98,14

	
	
	
	3.
	Koord Pemb.Masy. dlm rangka Menunjang Program Pengemb. Desa Tertinggal 
	90,220,000
	60,049,287
	66,56

	
	
	
	4.
	Pilot Project Peningkatan Kesejahteraan Keluaraga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)
	88,910,000
	75,875,000
	85,34

	
	
	
	5.
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka menunjang Program Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD)
	107,944,500
	95,216,982
	88.21

	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	110,796,000
	45,277,510
	40.87

	
	
	
	1.
	Fasilitasi Pemb. Masy. Secara Terpadu di Nag/Kel Prioritas
	110,796,000
	45,277,510
	40.87


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat 
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan & Pengemb. Partisipasi Masyarakat
	925,000,000
	866,852,550
	93,71

	
	
	
	1.
	Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masy. (LPM)
	925,000,000
	866,852,550
	93,71

	3.
	Tersedianya data profil Nagari/desa/ kelurahan di Sumatera Barat
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan & Pengemb. Partisipasi Masyarakat
	650,000,000
	614,840,725
	94,59

	
	
	
	1.
	Pendataan Profil Nagari dan Kelurahan
	650,000,000
	614,840,725
	94,59

	4.
	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 
	3,975,000,000
	3,708,273,263
	93,3

	
	
	
	1.
	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
	625,000,000
	545,362,563
	87,26

	
	
	
	2.
	Pendampingan Dana Desa
	1,100,000,000
	1,067,370,000
	97,03

	
	
	
	3.
	Penilaian Nagari-Kelurahan Berprestasi Melalui Perlombaan Nagari-Kel
	1,050,000,000
	906,185,900
	86.30

	
	
	
	4.
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N
	1,200,000,000
	1,189,354,800
	99,11

	5.
	Meningkatnya peran aktif lembaga adat dalam kehidupan masyarakat
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Adat
	1,280,490,000
	1,278,341,063
	99,83

	
	
	
	1.
	Pemb. Pelestarian Adat Istiadat & Nilai Budaya Masyarakat
	1,280,490,000
	1,278,341,063
	99,83

	6.
	Meningkatnya Peran serta PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Nagari/Desa dan Kelurahan
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan & Pengemb. Partisipasi Masyarakat
	1,902,191,500
	1,833,177,910
	96,4

	
	
	
	1.
	Pembinaan dan Revitalisasi Posyandu
	402,191,500
	342,420,912
	85,14

	
	
	
	2.
	Dukungan Kegiatan TP-PKK
	1,500,000,000
	1,490,756,998
	99,38


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Program

Kegiatan
	:

:


	Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaaan
	469,391,000
	467,644,983
	99,6

	
	
	
	1.
	Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
	284,391,000
	283,583,882
	99.72

	
	
	
	2.
	Pemb Anak Sekolah SD/MI Melalui Prog PMT-AS 
	185,000,000
	184,061,101
	99.49

	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Kesemapatan Kerja dan Diversifikasi Usaha
	62,087,000
	61,733,907
	99.43

	
	
	
	1.
	Pemb. Usaha Ekonomi Kel PKK (UP2K-PKK) 
	62,087,000
	61,733,907
	99.43

	7.
	Meningkat dan berkembangnya kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan
	Program

Kegiatan
	:

:
	Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan 
	52,967,250
	51,269,000
	96,79

	
	
	
	1.
	Koordinasi dan Pembinaan Kredit Mikro Nagari (KMN)
	52,967,250
	51,269,000
	96,79

	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Kesemapatan Kerja dan Diversifikasi Usaha
	77,450,000
	75,232,178
	97.14

	
	
	
	1.
	Penguatan Kelembagaan UEM-SP di Pedesaan
	77,450,000
	75,232,178
	97.14

	8.
	Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BumNag) di Sumatera Barat
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan & Pengemb. Partisipasi Masyarakat
	246,946,000
	243,884,500
	98.76

	
	
	
	1.
	Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag)/Bumdes
	246,946,000
	243,884,500
	98.76

	9.
	Meningkatnya Peran serta masyarakat perdesaan melalui inovasi dan pemanfaatan TTG
	Program

Kegiatan
	:

:


	Penguatan Kelembagaan & Pengemb. Partisipasi Masyarakat
	870,000,000
	852,540,584
	97,9

	
	
	
	1.
	Pemasy. & Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan
	380,000,000
	374,500,419
	98,55


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	2.
	Pemetaan & Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) diPedesaan
	310,000,000
	301,941,665
	97,40

	
	
	
	3.
	Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes)
	180,000,000
	176,098,500
	97,83

	10
	Meningkatnya pengelolaam sumber daya alam melalui peran aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan nagari/desa dan Kelurahan
	Program
Kegiatan
	:
:


	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 
	70,000,000
	63,097,890
	90,14

	
	
	
	1.
	Pemb. Masy. Dlm Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyaraka
	70,000,000
	63,097,890
	90,14


�
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SASARAN 1 : 	PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT








SASARAN  2  : 	MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT








SASARAN 3 :	TERSEDIANYA DATA PROFIL NAGARI/DESA/ KELURAHAN DI SUMATERA BARAT








SASARAN 4 :	MENINGKATNYA PERAN DAN  PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN





SASARAN 5 :	MENINGKATNYA PERAN AKTIF LEMBAGA ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT








SASARAN 6:	MENINGKATKATNYA PERAN SERTA PKK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI NAGARI/DESA DAN KELURAHAN 





SASARAN 7 :	MENINGKAT DAN BERKEMBANGNYA KELEMBAGAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI PERDESAAN





SASARAN 8 :	BERKEMBANGNYA BADAN USAHA MILIK DESA/ NAGARI (BUMNAG) DI SUMATRA BARAT





SASARAN 9 :	MENINGKATNYA PERAN MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI INOVASI DAN PEMANFAATAN TTG





SASARAN 10 :	MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBAR DAYA ALAM MELALUI PERAN AKTIF KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NAGARI/ DESA DAN KELURAHAN
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